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Corruption is an extraordinary crime that threatens development, 

governmental stability, and public trust. This study aims to analyze 

the effectiveness of anti-corruption legal systems in Indonesia, 

Singapore, and Hong Kong from a comparative law perspective. The 

research employs a normative legal method with a comparative law 

approach. The findings reveal that Singapore and Hong Kong have 

more effective legal systems due to independent anti-corruption 

institutions, consistent law enforcement, and strong anti-corruption 

cultures. Meanwhile, Indonesia has established adequate legal 

regulations but still faces challenges related to institutional capacity 

and law enforcement practices. Therefore, legal system reforms 

focusing on institutional strengthening, public officials' integrity, and 

anti-corruption culture are essential to improve the effectiveness of 

anti-corruption efforts.  
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Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam 

pembangunan, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem hukum 

pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong 

melalui perspektif perbandingan hukum. Metode yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan 

hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Hong 

Kong memiliki sistem hukum yang lebih efektif karena didukung oleh 

lembaga antikorupsi yang independen, penegakan hukum yang 

konsisten, serta budaya antikorupsi yang kuat. Sementara itu, 

Indonesia telah memiliki regulasi yang memadai, namun masih 

menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan dan implementasi 

hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang 

berorientasi pada penguatan kelembagaan, integritas aparatur, dan 

budaya antikorupsi.  
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PENDAHULUAN  
 

  Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius di 

berbagai negara karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat 

pertumbuhan ekonomi, melemahkan supremasi hukum, merusak tata kelola pemerintahan, 

serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks 

global, korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang 

penanganannya memerlukan strategi khusus, baik melalui pembentukan regulasi yang 

komprehensif maupun pembentukan lembaga antikorupsi yang independen dan efektif. 

  Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya 

kompleksitas hubungan ekonomi dan politik antarnegara telah memengaruhi pola dan modus 

tindak pidana korupsi. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi telah berkembang 

menjadi kejahatan yang terorganisasi, melibatkan berbagai aktor, dan bahkan melintasi batas 

yurisdiksi negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya 

mengandalkan pendekatan represif semata, melainkan juga memerlukan sistem hukum yang 

mampu mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan pendidikan masyarakat. Dalam 

hal ini, efektivitas sistem hukum menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu 

negara dalam memberantas korupsi. 

  Indonesia merupakan salah satu negara yang secara serius berupaya memberantas 

korupsi melalui pembentukan berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum. Kehadiran 

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem 

hukum yang mampu menangani tindak pidana korupsi secara efektif. Namun demikian, dalam 

praktiknya Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi 

antarpenegak hukum, dinamika politik yang memengaruhi independensi lembaga antikorupsi, 

serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan 

korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga saja belum 

cukup untuk menjamin efektivitas sistem hukum apabila tidak diimbangi dengan implementasi 

yang konsisten dan dukungan budaya hukum yang kuat (Harefa dkk. 2024). 

  Berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Hong Kong dikenal sebagai negara yang 

berhasil menekan tingkat korupsi melalui sistem hukum yang efektif dan terintegrasi. 

Singapura menerapkan kebijakan antikorupsi yang ketat dengan dukungan lembaga 

antikorupsi yang independen, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), serta 

didukung oleh birokrasi yang profesional dan sistem pengawasan yang kuat. Sementara itu, 

Hong Kong berhasil melakukan reformasi besar dalam pemberantasan korupsi melalui 

pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang mengedepankan 

strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat secara terpadu. Keberhasilan 

kedua negara tersebut menjadikan Singapura dan Hong Kong sebagai rujukan dalam 

pengembangan sistem hukum pemberantasan korupsi di berbagai negara. 

  Perbedaan karakteristik sistem hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum 

antara Indonesia, Singapura, dan Hong Kong menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif 

perbandingan hukum (comparative law). Pendekatan perbandingan hukum memungkinkan 

peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan, 

menilai efektivitas implementasinya, serta menemukan praktik terbaik (best practices) yang 

dapat diadaptasi untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. Selain itu, kajian perbandingan 

hukum juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor 
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yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam memberantas korupsi 

(Mulyadi 2015). 

  Penelitian mengenai pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, namun sebagian 

besar masih berfokus pada aspek kelembagaan atau regulasi di masing-masing negara secara 

terpisah. Kajian yang membandingkan efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi 

Indonesia dengan Singapura dan Hong Kong secara komprehensif, terutama dengan 

menganalisis aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, masih relatif 

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena tidak hanya 

membandingkan regulasi dan lembaga antikorupsi, tetapi juga mengkaji efektivitas 

implementasi sistem hukum serta merumuskan model reformasi yang relevan untuk diterapkan 

di Indonesia. 

  Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong melalui 

perspektif perbandingan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dalam pengembangan kajian perbandingan hukum pidana, sekaligus menjadi bahan 

pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi reformasi sistem hukum 

pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia (Aditya dkk. 2024). 

METODE  

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perbandingan hukum (comparative law approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena 

penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-

undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, 

Singapura, dan Hong Kong. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis 

persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh ketiga negara dalam upaya 

pemberantasan korupsi. 

  Lokasi penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum yang digunakan 

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan 

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan 

korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel 

jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga 

internasional yang membahas pemberantasan korupsi. Adapun bahan hukum tersier berupa 

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian. 

  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara 

menginventarisasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai bahan hukum yang relevan 

dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 

mengidentifikasi karakteristik sistem hukum pemberantasan korupsi di masing-masing negara, 

membandingkan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berlaku, 

serta menilai efektivitas implementasi sistem hukum tersebut dalam praktik. 

  Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh 

Lawrence M. Friedman yang terdiri atas tiga unsur, yaitu substansi hukum (legal substance), 

struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut 

digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum pemberantasan 

korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Hasil analisis kemudian digunakan untuk 
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merumuskan rekomendasi reformasi dan penguatan sistem hukum pemberantasan korupsi 

yang relevan diterapkan di Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Karakteristik Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Singapura, dan 

Hong Kong 

  Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak 

multidimensional terhadap kehidupan bernegara. Selain menyebabkan kerugian keuangan 

negara, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kualitas pelayanan publik, 

memperlemah supremasi hukum, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Oleh karena itu, banyak negara mengembangkan sistem hukum yang dirancang 

secara khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Singapura, dan Hong Kong memiliki 

karakteristik sistem hukum yang berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi. Perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh tradisi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta kebijakan 

pemerintah dalam membangun sistem antikorupsi. 

  Indonesia menganut sistem hukum civil law yang menempatkan peraturan perundang-

undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah 

membentuk berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diberikan kewenangan yang luas, 

meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan 

putusan pengadilan (Putrazta 2025). 

  Meskipun demikian, efektivitas sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan. Perubahan regulasi mengenai KPK, tumpang tindih kewenangan antarpenegak 

hukum, serta adanya pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum menjadi faktor yang 

memengaruhi kinerja pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

keberadaan regulasi yang baik belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif 

apabila tidak didukung oleh independensi lembaga dan budaya hukum yang kuat. 

  Berbeda dengan Indonesia, Singapura menganut sistem common law yang menekankan 

pentingnya preseden dan konsistensi putusan pengadilan. Sistem hukum pemberantasan 

korupsi di Singapura berpusat pada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), yaitu 

lembaga antikorupsi yang dibentuk pada tahun 1952. CPIB memiliki kewenangan yang luas 

dalam melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang 

melibatkan pejabat tinggi negara. 

  Keberhasilan Singapura dalam menekan tingkat korupsi tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan CPIB, tetapi juga oleh adanya komitmen politik yang kuat, sistem remunerasi yang 

tinggi bagi aparatur negara, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. 

Pemerintah Singapura meyakini bahwa kesejahteraan aparatur dan kepastian penegakan 

hukum dapat meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan (Revando dkk. 2025). 

  Sementara itu, Hong Kong juga menerapkan sistem common law dengan pendekatan 

yang lebih komprehensif. Upaya pemberantasan korupsi di Hong Kong dilakukan melalui 

pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) pada tahun 1974. ICAC 

mengembangkan strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pilar utama (three-pronged 

strategy), yaitu penindakan (investigation), pencegahan (prevention), dan pendidikan 

masyarakat (community education). 
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  Pendekatan tersebut menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah dengan tingkat 

korupsi yang relatif rendah. ICAC tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga 

melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi pemerintahan dan memberikan edukasi 

kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi 

dilakukan secara menyeluruh, baik melalui aspek represif maupun preventif (Sinulingga dan 

Leviza 2023). 

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Singapura, dan 

Hong Kong 

Aspek Indonesia Singapura Hong Kong 

Tradisi Hukum Civil Law Common Law Common Law 

Dasar Hukum 
UU Tipikor dan UU 

KPK 

Prevention of 

Corruption Act 

Prevention of Bribery 

Ordinance 

Lembaga Utama KPK CPIB ICAC 

Independensi 

Lembaga 
Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

Strategi 
Pencegahan dan 

penindakan 
Penindakan tegas 

Penindakan, pencegahan, 

dan edukasi 

Budaya 

Antikorupsi 
Berkembang Kuat Sangat kuat 

Efektivitas Sedang Tinggi Tinggi 

   

  Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi 

tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga ditentukan oleh struktur 

kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori sistem hukum 

Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan 

oleh tiga unsur, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. 

B. Efektivitas Implementasi Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Hong Kong memiliki tingkat 

efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari 

rendahnya tingkat korupsi, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, serta 

konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh warga negara tanpa memandang jabatan 

maupun status sosial. 

  Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pertama, adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero 

tolerance against corruption. Kedua, independensi CPIB yang memungkinkan lembaga 

tersebut melakukan penyelidikan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Ketiga, 

sistem remunerasi yang tinggi bagi aparatur negara sehingga dapat mengurangi motif ekonomi 

untuk melakukan korupsi. 

  Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui 

ancaman pidana, tetapi juga melalui penciptaan sistem birokrasi yang profesional dan sejahtera. 
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Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan aparatur dapat menjadi instrumen penting dalam 

mengurangi peluang terjadinya korupsi (Irawati dkk., t.t.). 

  Di Hong Kong, efektivitas pemberantasan korupsi ditentukan oleh strategi tiga pilar 

yang diterapkan ICAC. Penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi diimbangi dengan 

upaya pencegahan melalui perbaikan sistem administrasi dan pendidikan antikorupsi bagi 

masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan perubahan budaya hukum yang signifikan, di 

mana masyarakat menjadi lebih sadar dan berani melaporkan tindakan korupsi. 

  Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap 

efektivitas sistem hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar 

pula dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi 

menjadi instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang berintegritas. 

  Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang relatif lengkap dan 

lembaga antikorupsi yang kuat. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih 

menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah dinamika politik 

yang berpotensi mengurangi independensi lembaga penegak hukum. Selain itu, koordinasi 

antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga 

sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan. 

  Selain faktor kelembagaan, budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan 

tersendiri. Praktik korupsi yang telah berlangsung dalam waktu lama menyebabkan sebagian 

masyarakat menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa reformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, tetapi juga 

memerlukan perubahan budaya hukum dan peningkatan integritas masyarakat (Marpaung dkk. 

2025). 

C. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

  Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi dipengaruhi oleh independensi 

CPIB, komitmen politik pemerintah, dan sistem birokrasi yang profesional. Penelitian lain 

mengenai Hong Kong juga menunjukkan bahwa keberhasilan ICAC terletak pada strategi yang 

mengintegrasikan aspek penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat. 

  Sementara itu, berbagai penelitian mengenai Indonesia menunjukkan bahwa 

keberhasilan pemberantasan korupsi masih sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan 

kelembagaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas 

sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan 

lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional 

(Harefa dkk. 2024). 

D. Model Reformasi Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia 

  Berdasarkan hasil perbandingan, terdapat beberapa model reformasi yang dapat 

diterapkan di Indonesia. Pertama, memperkuat independensi lembaga antikorupsi melalui 

pengaturan yang menjamin kebebasan lembaga dari intervensi politik. Kedua, meningkatkan 

profesionalisme aparatur penegak hukum melalui sistem rekrutmen, pengawasan, dan 

remunerasi yang lebih baik. Ketiga, mengembangkan pendidikan antikorupsi secara 

berkelanjutan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan tersebut 

tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan budaya 

antikorupsi dalam masyarakat. 
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  Keempat, Indonesia dapat mengadopsi strategi terpadu sebagaimana diterapkan Hong 

Kong, yaitu mengintegrasikan penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat dalam satu 

kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya 

berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya korupsi 

dan membangun budaya hukum yang berintegritas. 

  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima, yaitu 

terdapat perbedaan efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi antara Indonesia, 

Singapura, dan Hong Kong. Singapura dan Hong Kong menunjukkan tingkat efektivitas yang 

lebih tinggi karena mampu mengintegrasikan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan 

budaya hukum secara lebih optimal dibandingkan Indonesia (Mulyadi 2015). 

KESIMPULAN 

  Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi 

dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya 

hukum yang berlaku di suatu negara. Melalui pendekatan perbandingan hukum, ditemukan 

bahwa Indonesia, Singapura, dan Hong Kong memiliki karakteristik sistem hukum yang 

berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas 

yang berbeda pula. 

  Temuan penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Hong Kong memiliki sistem 

hukum pemberantasan korupsi yang lebih efektif dibandingkan Indonesia. Keberhasilan kedua 

negara tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya regulasi yang ketat, tetapi juga karena 

independensi lembaga antikorupsi yang tinggi, komitmen politik yang kuat, penegakan hukum 

yang konsisten, serta budaya antikorupsi yang telah tertanam dalam masyarakat. Di sisi lain, 

Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang cukup memadai, namun 

efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika politik, 

koordinasi antarpenegak hukum yang belum optimal, serta budaya hukum masyarakat yang 

masih perlu diperkuat. 

  Secara ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi 

tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya regulasi atau beratnya ancaman pidana, 

melainkan oleh kemampuan suatu negara dalam mengintegrasikan aspek pencegahan, 

penindakan, dan pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori sistem 

hukum yang menekankan keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya 

hukum terbukti relevan dalam menjelaskan perbedaan efektivitas sistem hukum pemberantasan 

korupsi di ketiga negara. 

  Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia perlu melakukan reformasi sistem hukum yang 

berorientasi pada penguatan independensi lembaga antikorupsi, peningkatan profesionalisme 

dan integritas aparatur negara, serta pengembangan budaya antikorupsi melalui pendidikan dan 

partisipasi masyarakat. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik (best practices) 

dari Singapura dan Hong Kong, khususnya dalam membangun sistem pemberantasan korupsi 

yang terintegrasi antara fungsi penindakan, pencegahan, dan edukasi publik. 

  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan 

sistem hukum pemberantasan korupsi di negara-negara lain atau mengkaji pengaruh 

perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan terhadap strategi pemberantasan 

korupsi. Dengan demikian, pengembangan sistem hukum antikorupsi dapat terus dilakukan 

secara adaptif sesuai dengan dinamika masyarakat dan tantangan global yang terus 

berkembang. 

https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/index
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